
KOMISI PEMILIHAN UMI'M
KABUPATENPURWORI,IO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWORE.'O

NOMOR 30 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

PENGAJUAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWORE.JO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWORE.IO,

bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum perlu menetapkan Keputusan

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo

tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur

Pengajuan Gaji Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Purworejo;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2Of5 Nomor 23, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah tera-khir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 202O tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2O2O tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

lsm;tlmt

Menimbang

idih.kpu.go.id/iateng/purworejo



-2- 

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6512); 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6267); 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening 

Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1549); 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 

2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan 

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi 

dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 
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Salinan sesuai dengan aslinYa

SEKRDTARIAT KOMISI PEMILI}IAN UMUM

KABUPATEN PURWORLIO

Ke bbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
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Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahlul: 2O2O

tentalg T\rgas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

8261;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027

Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Pelalsanaan

Anggaran Belanja Negara serta Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN GAJI

PEGAWAI NEGEzu SIPIL KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO.

Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengajuan

Gaji Pegawai Negeri Sipil Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam

Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di hrrworejo

pada tanggal 9 Desember 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWORRIO,

ttd.

*
Hen ijayadi

RR. SRI RAHAYU

Menetapkan

Hubungal MasyalaP^1,

idih.kpu. go. id/iateng/purworeio



LAMPIRAN 

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PURWOREJO 

NOMOR 30 TAHUN 2025 

TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL 

PROSEDUR PENGAJUAN GAJI PEGAWAI NEGERI 

SIPIL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN 

PURWOREJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PURWOREJO 

 

 

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 

PENGAJUAN GAJI PNS  

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO  

NOMOR:  36/ORT.06/3306/1/2025 

TANGGAL 9 DESEMBER 2025 

 

 

TAHUN 2025 

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO 

Jalan Urip Sumoharjo Nomor 6 Purworejo 

kab_purworejo@kpu.go.id 
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PENGESAHAN 

 

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian 

sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan; 

2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan 

selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini; 

3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai 

dilaksanakan; 

4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan 

mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya; 

5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani. 

 

 

Ditetapkan di Purworejo 

pada tanggal 9 Desember 2025 

 

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PURWOREJO 

 

ttd. 

 

RR. SRI RAHAYU 
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SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM 

KABUPATEN PURWOREJO 

SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK 

Nomor SOP   36/ORT.06/3306/1/2025 

Tanggal Pengesahan 9 Desember 2025 

Tanggal Efektif 9 Desember 2025 

Disahkan Oleh KPU Kabupaten Purworejo 

 Sekretaris, 
 

ttd. 

 

RR. SRI RAHAYU, S.Sos., M.A.P 

NIP. 19730113 199803 2 006 

NAMA SOP SOP PENGAJUAN GAJI PNS  

DASAR HUKUM                                  KUALIFIKASI PELAKSANA 

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 

Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi 

Undang-Undang; 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 

1. Memahami prosedur pengajuan LS-Pegawai; 

2. Memahami regulasi yang berkaitan dengan Tata Cara 

Pencairan APBN; 

3. Mampu Berkoordinasi dengan instansi terkait. 
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tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian 

Negara/Lembaga; 

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja 

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 

2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, 

Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten/Kota; 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 

Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja 

Negara serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di 

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; 

KETERKAITAN                                   PERALATAN/KELENGKAPAN 

1. Manual GPP; 

2. Petunjuk Teknis SAKTI; 

3. Dokumen Kepegawaian; 

4. KPPN. 

 

 

PERINGATAN                             PENCATATAN DAN PENDATAAN 

Apabila SOP ini tidak terlaksana dengan tepat waktu 

maka akan mengakibatkan terlambatnya pembayaran 

Gaji untuk para pegawai 

 

1. Kertas Kerja Rencana Kerja dan Anggaran; 

2. Aplikasi GPP, Aplikasi Web Sakti; 

3. Komputer, Printer, Scanner, Jaringan Internet; 

4. Data Dukung Lainnya (Data Kepegawaian) 

1. Daftar Gaji; 

2. SPP; 

3. SPM; 

4. ADK; 

5. SP2D. 
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STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAJUAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO  

Kasubbag 
Parmas & 

SDM 
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Keterangan Simbol dalanrr Flotpchart.

1) Simbol Kapswl/Terminator ( ) untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir;

Ditetapkan di Purworejo

pada tanggal 9 Desember 2O25

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO,

RR. SRI RAHAYU

ttd

Salinan sesuai dengan aslin5ra

SEKRETARTAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWORE]O

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Hubungan Masyarakat,

o

Aa

H
\>

ayadi
idih.kpu.go. id/jateng/purworejo

2) Simbol Kotak/ Process ( l---l ) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;

3) Simbol Belah Ketupat lDecision( O ) untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan;

4) Simbol Anak Panah/PatahlAnow ( [ ) untuk mendeskrpsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);

5) Simbol Segilima/ Of Page Connector I U ) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.


